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jabatan dilakukan pada mstanm Il)aera,h'
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana  telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan
Angka Kreditnya;
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN GUBERNUR  TENTANG  KEDUDUEKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN
BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintah daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
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Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut

Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi
Kalimantan Barat,

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/inpassing
pada jabatan fungsional yang setara.

Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek
pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan
apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau
kegiatan tersebut telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya vang
dilakukan oleh pemerintah dan/atau Gubernur di Daerah untuk
mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

Auditor adalah pegawai negeri sipil vang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan pengawasan pada Instansi Pemerintah.

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya
disebut P2UPD adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas,
tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan
keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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21. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, =
tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh: pe_;abat yang . -
berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendahaﬂ o
pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawalan sesual R

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB I
KEDUDUKAN
‘Pasal 2

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan- d1 bawah da:n RN

bertanggungjawab kepada Gubernur Melalui Sekretaris Daerah, -

- BAB Il
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dajiam membma ciaﬂ
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang - menjadl kewenangan A
daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat: Daemh vamsﬂ Kahmanta;a

Barat.

‘Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektora‘t": :.;':_-' o

mempunyai fungsi : : RS
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan’ faszhtasz pengawasan,:-_ '
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan mela}mf-

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lamnya, S

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari
gubernur dan/atau Menteri; i .

d. pelaksanaan tugas dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenaj}g

dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat dapat-_,-_--:

melaksanakan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu ta,npa meﬂunggu e

penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;

€. penyusunan laporan hasil pengawasan; _

f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindal pidana korups;l O Yo

g pengawasan pelaksanaan program pengawalan refarmaSI bnokrasz dan A
penegakan integritas; SR T

h. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabﬂltas Kmer_;a Instaa'isr:'_'_'_'- -

Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di hngkumgan Inspekiorat
i. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh (}ubemur ierkait dengaﬂ
tugas dan fungsi Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundm1g-

undangan. =
HARD PERABGRAT FARRAN |\ ooy o Ll T
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Baglaﬂ Kedua _
Susunan DrgamsaSl -

5 .Pasal 5

(1} Susunan Organisasi Inspektorat terdlrz dam

Inspektur;

Sekretariat; _ o
Inspektur Pembantu ;- |
Inspektur Pembantu If" e
Inspeltur Pemhantu III

Inspektur Pembantu IV S
Inspektur Pembantu V; da.n o :

DR oMo a0 o

Kelompok Jahatan Fungs;lonal

(2) Susunan Organisasi Inspektmat sebagazmaﬁa tercantum dalam Lamp1ran
yang merupakan’ bagxan ﬁdak terpzsahkan darz Peraturan Gu"bemu: ini.

Bagzan Kemga
Inspektur

Pasal 6

mempunyai fungsi :
a. penetapan program

b.
ketentuan peraturan perundang—undangan, e

c. pengoordinasian dan fa3111ta31 E{eglatan"_ ch
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h. penyelenggaraan evaluasi dan laporan terhadap peiaksanaan tugas daﬁff'_.' :
fungsi di bidang pengawasan berdasarkan program kerja ya.ng dltetapkan R e

dan

i. pelaksanaan fungsi pembantuan dan fungsi Iamnya dz bldang pengawasan;_:“:_;

yvang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huiuf b d1p1mpm’ |
oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertm1ggung;awab kepada_l_'f L

Inspektur.

"Pasal O

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan pemmusaﬂ kebl}akan dz

bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset; evaluasi da_n pelaporan

administrasi kepegawaian dan umum, serta bertanggung;awab mem;mpm;_j

pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan adnnmstram pemermtaham dl-:
bidang pengawasan. : '

Pagal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekretarzai":_'_.::_"_:_
mempunyai fungsi : _ B

a. penyiapan bahan koordinasi dan pengenc’iahan renc:sma dan program kerjaif
pembinaan dan pengawasan; : :

b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian daﬁ pen\rlmpanan laporan has;z}}'
pengawasan aparat pengawasan fungsional daezah ' '
c. penyusunan bahan data dalam rangka pembmaa:ﬂ iel{}.ns fungsmnal

d. penyusunan, pengmventansaman dan pengkoo:xdmaglan data dalam-__ -

rangka penatausahaan proses benanganan pengaduan
penyusunan rencana kerja di lingkungan Sekretarzat

f. penyiapan bahan dan perumusan kebgakan ‘tekms ch bldang per&ncanaan -_

pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan peiapora:n, serta admzmstraml
dan umum; - s

pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak Ianjut hasﬁ pengawasan g

pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi bz:s*okrasa sttem Akuniabihiasﬁz
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP} dan pei&yaﬂan pubhk '

>

i. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas - daﬂ fungsz c‘iz llngkun@ml

sekretariat;

j- pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap tugas’ dan fungsz c’h hngkungan_'_ .

sekretariat;

k. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana - k@rja d1 hngkunganf i

Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang«-undangan

. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemermtahan daerah ﬁzbﬁaﬁg i
pengawasar; - ;

ABIBTEE L HEEDA :
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m. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidéﬁg'_péngelcfa'an' S s
keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, administrasi kepegawaian, = N
tata usaha, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga di-

lingkungan Inspektorat sesuai ketentuan peraturan pemnd&mg-undangan

n. pelaksanaan tugas di bidang mengumpul, mengolah, menilai dan
menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawa'san fungsional; -

melakukan administrasi pengaduan masyarakat dan menyusun Eaporan

kegiatan pengawasan;

o. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasﬂ pengawasan - '_:;
pelaksanaan administrasi laporan, evaluasi laporan daii- penyusunan"
statistik hasil pengawasan, serta penyelenggaraan kerjasama pencrawa,san

p. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur bmkeﬁaan dengan'--_
tugas dan fungsi di bidang sekretariat; '

q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksamaan tugas dan-s S

fungsi di lingkungan Inspektor at; dan

r. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang dl%erahkan oieh'_.j?_-._ :

Inspektur sesuai ketentuan peraturan pemndang»-unéangan

-Pa.sal i1

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal &, membawahz
a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Asét; dan _ '
b. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masmg masmg d1p1mpln-ﬁ__"::f
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang b@rada dl bawah____dan.,:,

bertanggungjawab kepada Sekretaris.

-Pasai 12

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana’ dnnaksud dalam__;-;;'--""ﬁ-_'-'f i
Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkaﬂ mengolah dan o
merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, © -

pengelolaan keuangan dan aset serta mengendalikan’ pelaksanaan kegiat&m:
sesual tugas dan fungsinya. . : o

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ﬁa}am Pasal 12 Sub i

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyatz fungs;l N i
a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Pereﬁcanaan, Keuangan dan Aaet

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan bahan kebljakan ‘i:ekms -:.-;ﬁ.:'i i

bidang penyusunan rencana kerja, pengeloiaan keuangan daﬂ aset

c. pelaksanaan kompilasi dan penyelarasan program dan rencana k&l"j& df_::;f'__'_

lingkungan Inspektorat;

d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas e.h Sub Bag_aanf'_3'_'__';E o

Perencanaan, Keuangan dan Aset;

e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan i:ugas cia:rz fungsu ch‘_

bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset;

[ name
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f.  penyusunan anggaran pada Inspektorat sesuai kﬁt@ﬂt\l&ﬂ. pﬁfammﬂ
perundang-undangan;
g penyiapan laporan dan statistik Inspektorat, peraturan perundang-

undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;

i. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

J. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan
dan aset;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengelolaan
keuangan dan aset; dan

. pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan
aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan
bahan kebijakan pengelolaan administrasi dan uwmum, kepegawaian,
organisasi dan tatalaksana serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Administrasi dan Umum;

b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di
bidang administrasi dan umum;

c. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian
Administrasi dan Umum;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
administrasi dan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
f. pengelolaan urusan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
di lingkungan Inspektorat;
g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi
di bidang administrasi dan umum;

h. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di lingkungan sekretariat;

i. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang administrasi dan umum;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dminiﬂfvasi"danﬁ;unum; dan
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k. pelaksanaan fungsi lain di bidang administrasi dan umum yang diserahkan
oleh sekretaris.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu I

Pasal 16

Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huraf ¢ ¢, S e
dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di- bawah dan AR IS

bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 17

Inspektur Pembantu | mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan = -
kebijakan serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan, pengawasan penyelenggaraan urusan pemeril_at'ahanf_dé{erah R
kabupaten/kota, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan -

pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan wilayah I.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Fasal 1’7 Inspekmr SR

Pembantu I mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan perencanaan pengawasan wilayah I;

b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penﬁaian ‘Lugas pengawasan X i

terhadap perangkat daerah pada wilayah I;

¢. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawamn telhaclap:j-fj

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada mlayah I;

d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perancrkat

daerah pada wilayah I;

e. pelaksanaan pendampingan (probity advice) atau p@memksaan (probzty.f.-;_:j:- R

audit) pada wilayah I; _
f. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementenan[

Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementeﬂan ; R o

Inspekiorat Provinsi;

g. pengawasan penyelenggaraan urusan pemeﬁntahaﬁ e dé;érahf S

kabupaten/kota pada wilayah I;

h. pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasﬂﬂ:am, kons,u}tasz,
pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan- pengembangan pada?_'_'.__ e

wilayah I;

i. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang~undangan dan mndak} S

lanjut hasil pengawasan pada wilayah I;

LR——
N

pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah I;
k. pengoordinasian program pengawasan pada wilayah I;

fu—
H

integritas pada wilayah I;

pengoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi. dan penegakan*l-_:--f':-_"_'f'-.-"-

m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepaia daerah pada'_*'-?':_,.-:-5-'-é"3

wilayah I; dan
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n. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah 1 yang
diserahkan oleh Inspektur.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu 11

Pasgal 19

Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d,
dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 20

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, pengawasan penyelenggaraan @ urusan

pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta bertanggungjawab memzmpm R

seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan wilayah II. -

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Inspektur B L

Pembantu I mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan perencanaan pengawasan pada wilayah IT;

b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas Pengawasan-__j S

terhadap perangkat daerah pada wilayah II;

¢. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawalan terhadap.-- S

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada mlayah 11

d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan a&‘aggaran peraﬁgkat : E

daerah pada wilayah II;

e. pelaksanaan pendampingan (probity advice) atau pemeuksaan (pmbzty ':_

audif) pada wilayah II; S
f. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal. Kémenterian/ o

Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non- Kementer:zan,'- SR

Inspektorat Provinsi;

g. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintaham' 'daerah o

kabupaten/kota pada wilayah II;

h. pembinaan yang dilakukan dalam bentuk : fasilitasi, .__koris'ﬂltas.i;f; SR

pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pezagembaﬁgaﬁ '-_pada-":
wilayah I1; '

i. pemantauan pelaksanaan peraturan perundaﬂg—undangan dan’ tmdaL

lanjut hasil pengawasan pada wilayah II;
J. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah II;
k. pengoordinasian program pengawasan pada wilayah II;

. pengoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegak:an :

integritas pada wilayah II;

m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala d&exah padaf:‘_- : .

wilayah II; dan
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n. pelaksanaan fungsi lain- dl bidang pengawasan pada_; Wﬂayah_s
diserahkan oleh Inspektur - _ :

Baglan Ketujuh el
Iﬂspektur Pemban‘tu iH

Pasal 22

Inspektur Pembantu 111 sebagalmaﬁa dlmaksud ciaiam Pasal 5 aya‘i: (1)
dipimpin oleh seorang Inspektur P’embantu yang berada. d a
bertanggungjawab kepada Inspektur : A

Pasai 23

Inspektur Pembantu I 1nempunya1 mgas meny:tapka
merumuskan kebijakan - serta melaksanakan pengawasan
pembangunan dan kemasyaiakatan,; penﬁawasml -_.sjpsmyﬁlenggar
pemerintahan daerah kabupaten / laota, _serta bertaﬁggm’lg}awab
seluruh kegiatan pelayanan . dan admmistram d} '
wilayah I1I. - :

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagannana dlmaksuci dalam _Pas
Pembantu [l mempunyai fungsi: - i

a. pelaksanaan perencanaan’ pengawasan pada Wziayah III

b. penyelenggaraan pemerlksaem pengmlan éan penﬂa:zan u
terhadap peraﬂgka‘t daerah pacia Wﬂayah III e

audit) pada wilayah IH

f. pemeriksaan terpadu

Inspektorat Provinsi; _ L
g. pengawasan penyeleﬁggarélén uﬁ;s’gna Hemeri
kabupaten /kota pada wﬂayah Iﬂ '

h. pembinaan yang dﬂaimkan dalam ben‘tuk :
pendidikan dan pela‘ﬂhan serta pene}.man dana'pengembangan pada
wilayah 1II; - - B R

s,

integritas pada wﬁayah me o
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m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala dacrall pada
wilayah III; dan

n. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah III yang
diserahkan oleh Inspektur.

Bagian Kedelapan
Inspektur Pembantu IV

Pasal 25

Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f,
dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 26

[nspektur Pembantu IV mempunyai tugas menylapkan bahan dan
merumuskan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pemerintahan,
pembangunan, kemasyarakatan, seria bertanggungjawab terhadap kegiatan
pelayanan administrasi dan pelaksanaan program pengawalan reformasi
birokrasi dan penegakan integritas.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Inspektur
Pembantu IV mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perencanaan pengawasan pada wilayah IV;

b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
terhadap perangkat daerah pada wilayah IV;

c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah IV;

d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat
daerah pada wilayah IV;

e. pelaksanaan pendampingan (probity advice) atau pemeriksaan (probity
audit) pada wilayah 1V;

f. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian /
Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian,
Inspektorat Provinsi;

g. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
kabupaten/kota pada wilayah IV;
h. pembinaan yang dilakukan dalam bentuk : (fasilitasi, konsultasi,

pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan pada
wilayah IV;

i. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak
lanjut hasil pengawasan pada wilayah 1V;

J. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah 1V;

k. pengoordinasian program pengawasan pada wilayah IV;

I pengoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan
integritas pada wilayah 1V;
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m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daeral ‘pa@a o
wilayah IV; dan

n. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah IV yang
diserahkan oleh Inspektur.

Bagian Kesembilan

Inspektur Pembantu V
Pasal 28

Inspektur Pembantu V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g,

dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 29

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan,
investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun
berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Inspektur
Pembantu V mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perencanaan pengawasan khusus dan penanganan laporan
pengaduan masyarakat;

b. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Dengan Tujuan Tertentu;

pelaksanaan reviu atas Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
{SAKIP) pemerintah provinsi;

e. pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota;

f. pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD)
atas  Laporan = Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah (LPPD)
kabupaten /kota;

pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan

e

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh
Inspektur.
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Bagian Kesepuluh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan
pelayanan teknis fungsional.

Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Pejabat Administrator.

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan
Fungsional.

Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari jabatan fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, P2UPD dan jabatan
fungsional lainnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, dan P2UPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, yaitu jabatan fungsional yang
mempunyai tugas melakukan pengawasan pada instansi pemerintah yang
dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan keahlian dan keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
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 Pasal 33

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yvang belum diangkat dan dilantik
kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan
diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan
Jabatan.

Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan
Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

BAB 1V
KEPEGAWAIAN

Pasgal 34

Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Inspektorat memperhatikan
syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai ASN di lingkungan Inspektorat disusun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang
tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai
penyederhanaan birokrasi berlaku.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan
vang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan -kegia,téii Sﬁb&%&l‘m&ﬁ& -

dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit,

yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan
pengembangan profesi.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 36

(1) Inspektur wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi,
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada
bawahannya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik di lingkungan Inspektorat maupun antar Perangkat
Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Inspektur dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan
di lingkungan Inspektorat dan mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu terdapat
indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan
negara/Daerah, Inspektorat wajib melaporkan kepada Menteri terkait.

(5) Menteri melakukan supervisi kepada Inspektorat dalam menangani laporan
indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan
negara/daerah.

(6) Pelaksanaan supervisi dapat melibatkan lembaga yang melaksanakan
tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 37

(1) Inspektur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada Gubermnur melalui Sekretaris Daerah
perihal kebijjakan yang ditetapkan.

(2) Inspektur wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pejabat di lingkungan Inspektorat wajib mematuhi kebijakan yang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 38

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Inspektorat ditetapkan
oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan
organisasi Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3} Inspektur wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan
pembinaan dan pengendalian organisasi Inspektorat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan,

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang
melaksanakan tugas pada Inspektorat tetap melaksanakan tugasnya
sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan PFungsi, serta Tata Keria Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 63), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkai’;;' . L
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi .3

Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

Y
%,

pada tanggal =& ¥

AMCGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, o

Diundangkan di Pontianak

wiiy

W g, % . . & haly
pada tanggal T ey e W

i
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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